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Abstrak

Kendaraan bermotor merupakan suatu kebutuhan sekunder yang saat ini di wilayah Provinsi Aceh
menjadi suatu kebutuhan yang wajib, karena dapat dilihat dari tingkat kendaraan yang sangat meningkat
pesat. Dengan peningkatan kendaraan yang begitu pesat tentu meningkat pula pajak pendapatan daerah
dari kendaraan bermotor, dalam hal ini tentu kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat Provinsi Aceh
haruslah Plat Aceh. Tetapi pada saat ini banyak kendaraan yang di Aceh Tengah memiliki kendaraan yang
memakai plat luar daerah. Dalam penelitian ini akan membahas dampak pemakaian plat kendaraan luar
daerah terhadap pendapatan pajak daerah dari kendaraan bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui dampak pendapatan pajak daerah dari plat kendaraan bermotor yang diluar daerah.
Pengaruh kendaraan bermotor pribadi plat nomor luar daerah menjadi suatu hal yang tidak dapat di
abaikan oleh pemerintahan Provinsi Aceh karena hal ini dapat berpengaruh terhadap pendapatan pajak
daerah dari kendaraan bermotor

Kata Kunci: Penggunaan Plat Kendaraan Bermotor, Luar Daerah, Pendapatan Pajak Daerah

Abstract

Motorized vehicles are a secondary need which currently in the Aceh Province region has become a mandatory need,
as can be seen from the rapidly increasing level of vehicles. With the rapid increase in vehicles, of course the regional
income tax from motorized vehicles will also increase, in this case of course the vehicles owned by the people of Aceh
Province must have Aceh plates. However, currently many vehicles in Central Aceh have vehicles that use out-of-
region plates. This research will discuss the impact of using out-of-region vehicle plates on regional tax revenues from
motorized vehicles. The aim of this research is to determine the impact of regional tax revenues from motor vehicle
plates outside the region. The influence of private motorized vehicles with out-of-region license plates is something
that cannot be ignored by the Aceh Provincial government because this can affect regional tax revenues from motorized
vehicles.
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PENDAHULUAN

Berdasarkan penjelasan dari undang-undang nomor 28 tahun 2009 ditekankan
bahwa pajak daerah adalah kewajiban bagi rakyat yang menetap didaerah tersebut
untuk membayarkan pajak yang berguna untuk kepentingan keperluan dalam daerah
tersebut. Keperluan daerah tersebut dapat diartikan membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah. dalam perkembangannya pajak daerah yang semula hanya
memiliki fungsi untuk mengisi kas daerah dalam APBD beralih menjadi fungsi mengatur
yang bertujuan agar pemerintah daerah dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat
(Resmi et al., 2021). Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah
yang mendorong pendapatan asli daerah (PAD), PKB ini dibebankan kepada pemilik
dari kendaraan bermotor tersebut (Dilla, 2020). PKB menerapkan earmarkenting system
yang merupakan jumlah prosentase dari pendapatan PKB tersebut dalam suatu daerah
diperuntukan untuk mendanai suatu program yang spesifik. Pendapatan dari PKB ini
diperuntukkan untuk pengunaan jalan atau jasa sarana jalan di dalam daerah, yang
menikmati hasil dari pembanunan tersebut tentunya masyarakat daerah yang memakai
jalan tersebut. Pada prinsipnya earmarketing system ini dapat memudahkkan
pengawasan penggunaan pajak yang telah dibayarkan karena memiliki output yang jelas
sudah terprogram (Bintary, 2020). Dalam undang-undang tentang pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pembayaran PKB akan menjadi pemasukan bagi
pemerintah daerah dan akan dibagikan kepada pemerintah kabupaten / kota sebaganyak
30 % dan diperuntukkan paling sedikit 10% dari hasil PKB termasuk yang dibagikan
untuk kabupaten / kota tersebut digunakan untuk pemeliharaan jalan (Tappi, 2017).
Salah satu dampak dari penurunan PAD daerah didasarkan pada adanya ketentuan dari
Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa peraturan
pelaksanaannya mengatur PKB sebagai kepemilikan kendaraan bermotor di daerah
tempat terdaftar dan merupakan pajak untuk daerah terdaftarnya. Hal ini dapat menjadi
dampak pengaruh bagi PAD daerah Kabupaten Aceh Tengah dengan kendaraan plat
nomor luar daerah yang beroperasi pada wilayah Kabupaten Aceh Tengah (Amah et al.,,
2021).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa PKB sangat mendorong PAD
untuk pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Aceh Tengah, tetapi saat ini
banyak kendaraan yang memakai plat nomor kendaraan yang dari daerah luar, yang
tentunya akan sangat mempengaruhi dari segi PAD daerah Kabuaten Aceh Tengah.
Dengan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tengah maka akan
berdampak pada pembangunan jalan yang diperuntukan untuk pemakaian umum
masayarakat Kabupaten Aceh Tengah serta keperluan lain daerah yang dapat dibangun
dari PAD yang didapatkan salah satu nya dengan adanya pemungutan wajib pajak
kendaraan bermotor kepada penguasa atau pemilik kendaraan.
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Dari penjelasan diatas dapat dimpulkan bahwa PKB sebagai pendorong
peningkatan PAD sangat penting untuk diteliti agar masyarakat tidak hanya
memetingkan kenyamanan pribadi saja tetapi pementingkan pembangunan daerah yang
salah satu sumber pendapatannya adalah dari PKB yang diwajibkan kepada masyarakat
yang memiliki hak milik dan penguasaan terhadap kendaraan bermotor yang sat ini
masih menggunakan plat nomor luar daerah (Sepriana, 2021).

Tujuan dari pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia untuk menjadi yang lebih baik, dilihat dari
kehidupan masyarakat Indonesia yang masih berkembang tentunya pembangunan
nasional haruslah diperhatikan dengan ketat mulai dari pembangunan dibidang
ekonomi, bidang hukum, bidang budaya dan bidang lainnya (Dharmakarja et al., n.d.).
Oleh karena itu pembangunan tersebut haruslah dilakukakan efektif dan evesien agar
terpenuhi tujuan dari pembangunan nasional dari berbagai bidang tersebut (Permata
Sari et al., 2019).

Sesuai dengan kebijakan desentralisasi yang tercantum dalam Undang-UU
Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk deregulasi baru Diharapkan dengan perubahan
kebijakan tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah terjadi pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah, serta implementasi kebijakan yang lebih fokus dan terarah sehingga
meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerjanya (Supriyono et al., 2021).

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi
pajak kendaraan bermotor dan bagaimana dampak terhadap kendaraan bermotor yang
memakai plat nomor luar daerah terhadap pendapatan daerah (Ashari & Susilowati,
2023). adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Bagaimana implementsi peraturan pajak kendaraan bermotor dengan
menggunakan plat luar daerah di kabupaten Aceh Tengah?

2. Bagaimanakah dampak penggunaan plat kendaraan bermotor pribadi luar daerah
terhadap pendapatan pajak daerah?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah rangkaian langkah sistematis untuk memecahkan suatu
rangkaian sebab akibat dan menemukan jawaban ilmiah terhadap permasalahan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Yuridis yaitu
serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu
objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu
kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum Sifat penelitian yang digunakan
adalah deskriftif analitis, yang artinya adalah mengungkapkan peraturan perundang-
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undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian
(Kholifatul, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan — peraturan yang meliputi
wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannnya
kembali kepada masyarakat melalui pajak (Munawaroh, n.d.). Sebagaimana diketahui
bahwa untuk berjalannya suatu administrasi Negara maka diperlukan dana,di Indonesia
sendiri salah satu pemasukan dana yaitu dengan adanya pemungutan pajak oleh
pemerintah terhadap warga Negara yang berdasarkan kepada undang —undang yang
berlaku, pada undang — undang dasar 1945 pada pasl 23 ayat 2 menyatakan bahwa agar
setiap pajak yang akan dipungut haruslah berdasarkan undang-undang yang mana
ketentuan tersebut berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan Negara diatur dengan undang — undang” (Rifana et al., 2021).

Salah satu bentuk pemungutan pajak adalah pajak daerah dari kendaraan
bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan
* pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak,
adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”. Menurut Rochmat Sumitro Pajak lokal atau daerah adalah pajak
yang dipungut oleh daerah — daerah swatantra, seperti provinsi, kotapraja, kabupaten
dan sebagaimnya. Sedangkan menurut Yasin pajak daerah merupakan pungutan
daerah yang kewenangannnya ada pada daerah dan pembangunan daerah (Daparhita &
Gorda, 2018). Dalam literatur pajak, pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan,
wewenang pemungut dan sifatnya. Pajak daerah termasuk klasifikasi pajak menurut

1,

retribusi daerah menegaskan bahwa

wewenang pemungutannya, artinya pihak yang berwenang dan berhak memungut
pajak daerah yaitu pemerintah daerah. menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009
tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak — pajak yang termasuk pajak provinsi
adalah salah satunya yaitu pajak kendaraan bermotor yaitu wajib pajak atas kepemilikan
dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Sulthoni, 2016). Kendaraan bermotor adalah
semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang teknik berupa motor atau
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengbah suatu sumber daya energi tertentu
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat — alat berat
dan alat — alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak
melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Rohmah
& Herwinarni, 2018).

294



Yanti Arnilis'¥, Syafridha Yanti?, Harry Fauzi®, ANALISIS DAMPAK
PENGGUNAAN PLAT KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI ......

B. Pendapatan Daerah dari pajak Bermotor

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Pasal 5 dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari
dua unsur pokok :

1. Nilai objek pajak, dan

2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau
pencemaran lingkungan akibat penggunaan kemdaraan brmotor. Bobot kendaraan
bermotor yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan
didasarkan pada tekanan gandar kendaraan, jenis bahan bakar kendaran bermotor, dan
jenis-jenis penggunaan, tahun pembuatan, serta ciri-ciri kendaran bermotor. Khusus
untuk kendaraan bermotor yang digunkan diluar jalan umum, termasuk alat-alat besar
serta kendaraan dia air, dasasr pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual
kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukam berdasarkan harga
umum atas suatu kendaraan bremotor (Risawati, 2020).

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah ditentukan besaran tarif pajak
kendaraan bermotor yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-
masing jenis pajak daerah. tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 2,75
% dengan rincian sebagai berikut :

1. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor probadi kepemilikan
pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5 %

2. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan
kedua 2 %, ketiga 2, 25 %, keempat 2,5 % dan kelima 2,75 % dikali PKB.

3. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan
umum,ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan
keagamaan , lembaga social dan pemerintah/TNI/Polri, pemerintah daerah dan
kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling tinggi
sebesar 0,5 % dikali dasar pengenaan PKB.

4. Tariff pajak kendaraan bermotor untuk alat — alat berat dan alat — laat besar
ditetapkan paling tinggi sebesar 1,2 %.

Salah satu dampak yang menguntungkan dari pembayaran pajak ini adalah untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah
dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah yang sah.
Dengan semakin banyak nya pendapatan asli dari daerah maka daerah tersebut dengan
sendirinya mampu mengelola keuangan daerah dan menjadikan daerah tersebut mampu
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mandiri dengan mengalokasikan keuangan pajak untuk pembangunan daerah dan lain
sebagainya (Madjodjo & Baharuddin, 2022b).

C. Analisis Dampak Penggunaan Plat Kendaraan Bermotor Pribadi Luar Daerah
Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak
nyatanya dalam prakteknya masih sulit untuk dilakukan karena adanya beberapaobjek
pungutan yang belum dapat dijangkau dari landasan peraturan yang tidak
meungkinkan untuk dikenakan pungutan terhadap objek pajak tersebut yaitu kendaraan
yang dikuasai atau dimiliki provinsi lain yang beroperasi pada wilayah provinsi Aceh
(Salmah, 2018).

Dari penjelasan tersebut diatas yang menjelaskan bahwa pajak kendaraan
bermotor merupakan salah satu pendapatan daerah tidak sedikit pula permasalahan
yang muncul. Pemasalahan yang muncul saat ini adalah banyak wajib pajak yang
memiliki kendaraan bermotor yang berplat luar daerah yang mana pajak dari kendaraan
tersebut dibayarkan kepada daerah lain atau diluar provinsi Aceh. Hal ini dapat
berakibat turun nya Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh (Putri & Septriana, 2020).

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan
pajak Aceh, dalam pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa kendaraan Non BL yang
beroperasi lebih dari 3 bulan dalam wilayah Aceh harus dilaporkan kepada kantor
bersama SAMSAT dimana kendaraan tersebut beroperasi (Ashari & Susilowati, 2023).
Artinya disisi setiap kepemilikan kendaraan bermotor dluar wilayah Aceh wajib
menjalankan balik nama kepemilikannya atas kendaraan tersebut (Wahyuni, 2019).

Dibahas lebih lanjut pada pasal 12 ayat (2) yang menegaskan bahwa kendaraan plat luar
daerah yang beroperasi selama 12 bulan belum melaporkan maka wajib memuutasikan
kendaraannya (Madjodjo & Baharuddin, 2022a). Namun sampai saat ini masih banyak
kendaraan yang masih memakai plat luar, disini perlu adanya tindakan pemerintah
dalam pelaksanaan peraturan — peraturan tersebut (Sari, 2021).

SIMPULAN

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan
pembangunan daerah, dengan lahirnya peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018
dijelaskan dalam pasal 12 ayat (1), menegaskan bahwa setiap plat kendaraan luar daerah
wajib melaporkan selama tiga bulan berada pada lintas wilayah Aceh, dan dijeaskan
lebih lanjut pada ayat (3) maka yang tidak melaporkan akan diwajibkan memutasikan
kendaraan tersebut. Dalam hal ini pemerintahan mewajibkan dalam balik nama
kendaraan bermotor yang berada di wilayah Aceh. Namun sampai saat ini masih banyak
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kendaraan yang berplat luar yang pemiliknya merupakan masyarakat Aceh, hal ini agar
dapat menjadi perhatian untuk menentukan pendapat asli daerah Aceh, sehinngga
pembangunan di Aceh dapat terlaksana dengan baik.
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